Objek Pajak Versi Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) yang Baru

Ditulis tanggal September 4, 2008 by rudi, (930 kali dibaca) 

 Sehubungan dengan telah disahkannya RUU Pajak Penghasilan menjadi Undang-undang Pajak Penghasilan yang akan mulai berlaku mulai 1 Januari 2009, berikut ini merupakan Pasal yang mengatur Objek Pajak Penghasilan yang diambil dari RUU yang kemungkinan besar akan sama dengan UU PPh yang telah disahkan.

(1)   Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

a.     penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

b.     hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan;

c.     laba usaha;

d.     keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1.     keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2.     keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

3.     keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

4.     keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5.     keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

e.    penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

f.     bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

g.    dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h.    royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

i.      sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j.      penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k.     keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

l.     keuntungan selisih kurs mata uang asing;

m.   selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n.    premi asuransi;

o.    iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p.    tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;

q.    penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;

r.     imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

s.   surplus Bank Indonesia.

 

 

(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

a.     penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

b.     penghasilan berupa hadiah undian;

c.     penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

d.     penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan; dan

e.     penghasilan tertentu lainnya; yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

 

 

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

a. 1.    bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

2.    harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b.    warisan;

c.     harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

d.    penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

e.    pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

f.      dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

g.     iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

h.    penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

i.      bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

j.      dihapus;

k.     penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1.     merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

2.     sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

l.      beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

m.   sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

n.    bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu,   yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

 

 

PERUBAHAN OBJEK PPh
Objek PPh yang mengalami perubahan adalah: 


· Pengalihan Hak di Bidang Pertambangan
· Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
· Imbalan bunga

· Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Reksadana
· Surplus Bank Indonesia

 

 PENGALIHAN HAK DI BIDANG PERTAMBANGAN
(Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 5)
 

· Menegaskan keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan di sektor hulu migas merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 5).

 

Alasan perubahan:

· Hak/Interest di Bidang Pertambangan hulu migas adalah hak penambangan yang ketentuannya diatur tersendiri.

· Pengalihan hak tersebut kepada pihak lain dapat menyebabkan pemegang hak memperoleh keuntungan (capital gain).

 

 

PENGHASILAN DARI USAHA BERBASIS SYARIAH
(Pasal 4 ayat (1) huruf q)
 

· Penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah ditegaskan sebagai objek pajak.

 

Alasan Perubahan:

· Perlakuan yang sama antara kegiatan usaha berbasis syariah seperti bank syariah dan lembaga keuangan syariah lain dengan kegiatan usaha dan bank serta lembaga keuangan konvensional

 
IMBALAN BUNGA
(Pasal 4 ayat (1) huruf r)
 
· Imbalan bunga yang diperoleh WP sehubungan dengan pelaksanaan UU KUP ditegaskan sebagai objek pajak.
 
Alasan Perubahan:

· Memberi penegasan dan dasar hukum yang lebih kuat bagi fiskus untuk mengenai pajak atas imbalan bunga yang diterima WP.

 

 

BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA REKSADANA
(Pasal 4 ayat (3) huruf j)
 
· Ketentuan pengecualian bunga obligasi yang diterima reksadana (Pasal 4 ayat (3) huruf j) sebagai objek PPh dicabut sehingga dalam RUU PPh penghasilan tersebut merupakan objek pajak.
 
Alasan Perubahan:

· menghilangkan distorsi dan kompetisi yang kurang sehat di antara institusi keuangan dan menciptakan kesetaraan pemungutan pajak (level playing field) terhadap para WP yang berinvestasi di obligasi.

 

 

SURPLUS BANK INDONESIA
(Pasal 4 ayat (1) huruf s)
 

· Surplus Bank Indonesia ditegaskan sebagai objek pajak.

 

Alasan Perubahan:

· Menyelaraskan dengan ketentuan UU BI yang menyatakan bahwa sepanjang tidak ada UU yang mengatur bahwa Surplus BI dikenai PPh maka Surplus BI tidak dikenai PPh.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Ditulis tanggal June 30, 2008 by admin, (233 kali dibaca) 

Berdasarkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137/PMK.03/2005 besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut :

·  Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;

· Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

· Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

·  Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
Aspek Ekonomis Barang Tidak Kena Pajak

Ditulis tanggal September 25, 2008 by rudi, (103 kali dibaca) 

Menarik dicermati, langkah bersama berbagai asosiasi pengusaha menyampaikan usulan ke DPR baru-baru ini. Yakni agar barang dan jasa yang tidak kena PPN, jenisnya diperluas atau diperbanyak (harian KONTAN, 16/9/2008). Usulan ini terkait sedang dibahasnya RUU amandemen UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) antara pemerintah dengan DPR.

Selama ini sebenarnya banyak juga usulan yang telah diajukan pengusaha kepada pemerintah perihal pembebasan pajak. Beberapa di antara telah diakomodasi. Dengan begitu, kalaupun belum semua usulan dipenuhi, itu tidak terlepas dari kriteria dalam sistem perpajakan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional. Bukan hanya untuk pengamanan penerimaan pajak.

Barang kena pajak

Fenomena ini tentu menimbulkan pertanyaan sebaliknya. Kalau hanya mengikuti kepentingan pengusaha, barang atau jasa apa yang akan dikenakan pajak? Bukankah bila makin banyak jenis barang dan jasa yang tidak kena pajak, justru akan menimbulkan ketidakseimbangan (unequilibrium) di pasar dan sistemperekonomian? Atau balikan terkesan tidak adil dan diskriminatif?

Barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) mulai dikenal di Indonesia sejak 1 April 1985, sejalan dengan berlakunya UU No.8/1983 tentang PPN dan PPnBM. Tidak semua barang atau jasa dikenakan pajak. Tapi, hanya yang masuk kategori sebagai BKP atau JKP.

Dalam perkembangannya hingga amandemen kedua atas UU PPN dan PPnBM (tahun 2000), pengertian BKP atau JKP terus berkembang. Hal ini untuk menampung perkembangan dunia usaha, dan juga peningkatan asas keadilan, asas kepastian hukum, asas legalitas, dan asas kesederhanaan.

Pertama, jika dalam UU PPN 1983, BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya bisa berupa barang bergerak maupun tidak bergerak sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Kedua, dalam UU PPN 1994 dan UU PPN 2000 cenderung sama BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa, barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Adapun JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atauhak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan LIU PPN.

Dari pengertian tersebut, memberi nuansa bahwa BKP dan JKP terkait dengan kegiatan yang dilakukan pengusaha. Artinya, jika BKP atau JKP statis (diam), baik sebagai aset maupun persediaan, tidaklah dikenakan pajak. Tapi, baru dikenakanpajak jika ada pergerakan (moving), baik karena penyerahan, ekspor, atau impor. Dalam kaitan ini, ada aspek komersial di dalamnya

Sistem PPN

Hal penting lainnya terkait dengan sistem dalam PPN. Yakni adanya pajak masukan (PM), ketika pengusaha memperoleh BKP atau JKP. Juga pajak keluaran (PK), ketika dilakukan penyerahan BKP atau JKP yang dihasilkan.

Terkait dengan usul penambahanjenis barang atau jasa yang tidak kena pajak, menguntungkankah bagi pengusaha? Belum tentu. Karena harus mempertimbangkan sistem PPN yang berlaku. Salah satu di antaranya menyangkut pengkreditan pajak masukan dari setiap pembelian atau perolehan barang atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan barang tidak kena pajak tersebut.
Sesuai dengan UU PPN, apabila barang yang dihasilkan atau diserahkan pengusaha merupakan barang tidak kena pajak, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Dalam perhitungan, pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran. Tapi, karena tidak bisa dikreditkan, dampaknya, atas pajak masukan tidak dapat direstitusi atau diminta kembali.

Bayangkan, bila yang dibeli barang modal dan bahan baku seharga Rp 25 miliar, yang keduanya BKP untuk menghasilkan barang tidak kena pajak. Berarti ada PPN sebesar Rp 2,6 miliar. Tapi, karena pajak masukan tersebut tidak bisa dikreditkan, sementara dana yang Rp 2,5 miliar tersebut akan menganggur (idle fund) bagi perusahaan.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, jika ada pajak masukan PPN tidak dapat dikreditkan, dapat jadi unsur biaya. Berarti, akan menambah besaran hargajual barang tidak kena pajak itu di pasar. Dengan begitu, daya saingnya tentu akan menurun, juga permintaan. Inilah konsekuensi yang harus dilihat bersama
 

Sumber : Harian Kontan  
 

